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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

KEPUTUSAN KOIilISI PEI'ILIHAil UMUT

KABUPATEN WONOGIRI

NOIiOR : 03/Kpts/KPU.Wn9.012329512f20,|5

TENTANG

STANDAR OPERASIOML PROSEDUR

PUSAT lt{FORl,lASl DAil PENDIDII(AI{ PEillLlH DAil

PEJABAT PEI{GELOLA INFORTIASI DA}I DOKUIIENTASI

Dt LINGKUI{GAI{ KOMISI PEMILIHAFI UI{UII KABUPATEN WOIIOGIRI

KO}IISI PEilIILIHAT{ UTIUIT KABUPATEN WOiIOGIRI,

a. bahwa setiap badan publik harus membangun dan rnengembangkan sistem infomasi dan

dokumentasi untuk mengelola Informasi Publk secara baik dan ef6ien sehingga dapat

diakses masyarakat dengan mudah;

b. bahwa layanan data dan inbmci publik harus dilakukan sedemikian rupa sehingga infurmasi

dipercleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sedefiana;

bahwa Informasi pemilihan umum yang ada dibawah penguasaan Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Jawa Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota rnemiliki kategori yang

berbeda dan memiliki siht yang spesifik, sehingga proses penyediaannya rnemerlukan proses

vedfi kasi dan otentifi kdi:

bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Wonogiri Nomor 0?KpdKPU-Wng-

01232951A20f tentang Standar operasional Prosedur Pusat Informasi dan Pendklikan

Pemilih ( PIPP ) dan Pejabat Pengelola Inhrmasi dan Dokumentasi ( PPID ) di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri, pedu ditinjau kembali ;

bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokument6i untuk memenuhi permohonan data dan

informmi publik oleh masyarakat perlu memiliki standar operasional prcsedur dalam

pengumpulan dan pengolahan data dan infomasi yang telah dikucai obh Sub Bagian di

lingkungan Komisi Pemilihan Umum KabupatenWonogiri, sehingga dapat meniadi informasi

publik yang siap untuk diumumkan dan diakses oleh masyarakat

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kebrbukaan Inbmasi Publik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nornor 6'1, Tambahan Lembanan Negara Rerublik

lndonesia Nomor 4846);

UndangFundang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peratunan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan umum (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negana Republik

Indonesia Nornr 52t16 );

Peraturan Pemedntah Republik Indonesia 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan undang-

undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kete6ukaan Inbrmasi Publik (Lembaran Negara

Republik lrdonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negana Republik Indonesia

Nomor 5149).

Menimbang

llengingot : 1.

4.
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7.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 05 Tahun 2008 tentang Tab Keda Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi hmilihan Umum Kabupabn /
Koh, sebagaimana blah diubah beberapa kali dan tenakhir dengan Peratunan KPU Nomor 0l
Tahun 2010:

Penafuran Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan

Tata Kerja Sekrehriat Jerdral Komisi Pemilihan Umum, Sekrchriat Kombi Pemilihar Umum

Pmvinsi, dan Sekrcbdat Komisi Pemilihan Umum Kabupabn/Kota sebagaimana hlah diubah

dengan Perafuian Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Iahun 2008 bnhng Perubahan

PeratuEn Komisi Pemilihan Umum ll'omor 06 Tahun 2008 bnbng Su$nan Oqanisasi dan

Tab lcrja SskEbriat Jerdral Komisi Pemilihan Umum, Sekrchriat Kombi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Sekrebriat Kombi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum l,lomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Povinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/lota,

Panitia Pemilihan Umum Kecamabn, Panfia Pemunguhn Suara, lclompd( Penyelenggara

Pemungubn Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepah Daeiah,

sebagaimana blah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010

tentang Perubahan Ahs Peraturan Komisi Pemilihan Umum llomor 63 Tahun 2009 hnhng

Pedoman Penyusunan Tata lGfa Komisi Pemilihan Umum Prcvinsi, Komisi Pemilihan Umum

lGbupatenKda, Panitia Pemilihan Umum K@amatan, Panitia Pemunguhn Suara' lclompok

Penyelenggara Pemunguhn Suara dalam Pemilihan Umum lGpala oaerah <lan Wakil Kepala

Daerah (Berib Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 300);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2010 tenbrB Pedomil Pelayanan

Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum ;

Peraturan Komisi Inform6i Nomor I Tahun 2010 Tontang Standar Layanan Inbrnasi Publik (

Berih Negara Republik lndorrsia Tahun 2010 l,lomor 272, Tambahan Bedta Negam Nomor

1);

Peraturan Komisi Inbtm6i llomor 1 Tahun 2013 bnbng Pmsedur Penyelesaial Sengkeb

Infomasi Publik ;

Perdunan Kombi Inhflnasi Nomor 1 Tahun 2014 TentryU Standa Layanan dan Prcsedur

Penyelesaian Serykeh Inbmasi Pemilihan Umum.

Keouhrsan Komisi Pemilihan Umum Prcvirci Jawa Tengah Noror 21lKpdKPUPov4lZ

Tahun 2011 tentang Standar operasional Prosedur Pusat Informasi dan Pendidikan Pemilih (

PPIP ) dan Pejabat Pengelola lnfomasi dan Dokumentasi ( PPID )di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Pmvinsi Jawa Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota ;

2. Hasil keputusan Rapat Komisi Pemilihan Umum lGbupabn Wonogid tanggal 12 Pebruari

20.15 Tentang standar operGional Prosedur Pusat Infomasi dan Pendidikan Pemilih (PIPP)

dan Peiabat Pengelola Informasi dan Dokurnentasi (PPID) dan D Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Tahun 2015.

MEItIUTUSKAl{:

standar oper6ional Prosedur Pejabat Pengelola Infomasi Dan Dokumenbi Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Wonogiri ;

Standar opercional Pmsedur Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentai Komisi Pemilihan

umum Kabupaten worwiri, sebagaimana dimaksud diktum KESATU tedapat dalam kmpiran

yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;

Lampiran sebagaimana dimaksud pada DIKIUM KEDUA terdiri dad :

: Standar Opermional Pnsedur Pengumpulan dan Pengolahan Data dan

Inbrmdi di Lingkungan Komisi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Wonogiri;

a

12.

'13.
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Memperhatikan

llenetapkan

KESATU

KEOUA

KETIGA

- Lampiran I
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- Lampiran ll

- Lampiran lll

- Lampinan lV

- Lampiran V

- Lampiran Vl

Standar Openasional Prosedur, Verifikasi dan Otentifikasi Data dan

Informai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wongori;

Shndar operasional Prosedur Dah dan Inbrmasi Secara Langsung dan

Tidak Lar€sung di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Wonogiri ;

Standar operasional Prosedur Data dan Inform6i Pada Perpustakaan di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri;

Shndar operasional Pelayanan Dah dan Inbrmasi tuelalui Situs di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri;

B€ntuk dan Jenis Fomulir dan Buku Register Standar Operasional

Prosedur (SOP) Pejabat Pengelola Intormasi Dan Dokumentasi (PPID) di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri.

Segala biaya yang timbul sebagai d(ibat ditetitGnnya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran

DIPA 076 untuk Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogid.

Pada saat keputusan ini bedaku, keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten wonogiri Nomor

02Kpb/KPU-Wng{n3iP/ilU2Ol1tentang Standar Oper6ional Pnsedur Pusat Intormasi dan

Pendidikan Pemilih ( PPIP ) dan Penetapan Peiabat Pengelola Inbmasi dan Dokumentasi ( PPID

) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogid, dinyatakan diabut dan tidak

bedaku :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonogiri

PadaTanggal : 12Pebruari2015

XEENPAT

KELITA

KEEt{Atil

KETUA

--'

/ 
tATNAWR,s.As
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LanoiElJ: Kepubsan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri

l,lomor : 03/Kpb/KPU-Wng-0123295122015

Tanggal :12Pebruad2015

STAI{DAR OPERASIOML PROSEDUR

PENGUI'PULAN DAN PENGOUHAN DATA DAN IT{FORMASI

DI LIilGKUNGAN KPU KABUPATEN WONOGIRI

PENDAHULUAN

1. Layanan data dan inbrmmi yang diselenggarakan KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU Kabupaten/Kota sebagai

implement6i Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, regulasi

kepemiluan dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kebrbukaan Informasi Publik dapat tetlaksana

dengan baik dan sesuai dengan permohonan oleh masyarakat.

2. Standar Operasbnal Pmsedur (SOP) yang disiapkan baik untuk kebutuhan secara intemal di lingkungan KPU

Kabupaten wonogiri maupun untuk memenuhi layanan pemintaan informasi publik dad masyarakat.

3. Standar operasional prosedur yang disiapkan yaitu dalam pengumpulan dan pengolahan data dan informasi yang

telah dikuasai oleh masing-masing Subbagian di lingkungan KPU Kabupaten Wonogid, diharapkan rnenidi acuan

dan pedoman dalam memenuhi data dan informasi bagi Pe,abat Pengelola Informasi dan Dokument*i (PPID)

untuk memenuhi penrphonan informai publik obh msyarakat.

TUJUAN

Menyusun dan menehpkan sbndar operasional prosedur dalam pengumpulan dan pergolahan dah dan infurmasi

yang telah dikuasai oleh masing-masing Bagian dan Subbagian di lingkungan KPU Kabupaten Wonogiri' sehingga

dapat meniadi informasi publik yang siap diumumkan dan diakses oleh masyarakat.

PELAKSAIIAAN STANDAR PELAYANAN PROSEDUR Dt KPU KABUPATEN WOi{OGIRI

Kegiatan pengumpulan dan pengolahan data dan infomasi dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu :

per{rma, persiapan melipuli pengumpulan dan pengolahan terhadap data dan informdi yang telah dikuasai oleh

masing-masing Sub Bagian

K6dua, kegiatan pengumpulan dan pengohhan data dan informci terhadap kategori informasi yang walib disediakan

dan diumumkan secara berkala dan kategori informasi yang wajib tenedia setiap saat sebagaimana diatur

Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tenhng Keterbukaan Inbrmasi Publik dan Peraturan Komisi

pemilihan Umum (pKpU) Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Infurmasi di Lingkungan

Komisi pemilihan Umum dan Peraturan Komisi lnformasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Shndar Layanan

lnformasi Publik.

Masing-masing tahap mencakup kegiatan yang meliputi:

EED untuk mendapat€n data dan infomasi yang telah dikuasai memotlon pers€tuiuan sek|eblb KPU

xauupaten wonogiri, selaku Penanggungiawab unfuk meminta kepda Kepala sub Bagian mengumpulkan dan

mengohh dab dan inbrmoi yang blah diku6ai sesuai tug6 pokok dan tungsinya;

@bb4 masirg{asing segera melakukan :

a). tvler€umpulkan, dan mendokumentasikan data dan informmi yang blah dikuasai

b). Mengolah dah dan infummi yang blah dikuasainya sesuai klasifikasinya;

c). trilendokumenhsikan dah dan infomsi yang hlah dikuasainya sesuai klasifikcinya dalam bnnat P'df;

oi. uetaporran aan menprahtan dah dar informmi yang Hah dikuasai sesuai klasifikainya kepada sekrchfis

untuk dilakuk$ kalian dan pe|setuiuan bbih hniut.

e). Hasil peFetuiuan selaniutva dihkukan penyimpanan dalam dokuren yang disusun secara rapi dan baik'

1.

3. Sekretads KpU t(abuoaten Wonoolri setelah menerima data dan inbrmasi yang telah dikuGai sesuai

klasifikGinya dari Kepala SubBagian' segera :

a) lvlelakukan kaiian atas data dan informasi yang telah dikuasai dan sesuai klasifikainya;

b) lvlengumpulkan semua data dan infurmai yang telah dikuasai sesuai klasifikasinya yang diterima dad sub

Bagian;

http://jdih.kpu.go.id/jateng/wonogiri



c) Menyetuiui data dan inbrmasi yang telah dikuasai sesuai klasifikasinya untuk siap diakses dan dilaporkan

dan diverifikasi oleh Sekehris KPU Kabupaten Wonogili ;

d) Setelah menerima data dan inbrmasi yang telah dikuasai dan sesuai klasifikasinya dari Kepala Sub Bagian,

segeG melakukan :

lvlemvedfkasi kajian atas dab dan inbmasi yang telah dikuasai dan sesuai klasifikainya dari Kepala Sub

Bagian. Verifikasi dalam bentuk kegiatan pemeriksaan ulang atas kebenaran data dan inlormasi yang hendak

disampaikan disampaikan memastikan adanya kesesuaian antaE data dan infomsi yang hendak

disampaikan kepada masyarakat dergan dokumen pendukung yang berkaitan;

e) lvlemilih dan memilah semua data dan inbrmasi tersebut yang dapat diumumkan/diakses dan yang

dikecualikan bedasarkan maukan PPID;

f) lvtenyerahkan kepda Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Wonogiri untuk dilakukan otentifikasi dan

persetujuan.

4. Ketua dan Anqcoh KPU ]Gbuoaten lryonooiri, setelah menerima dah dan informasi yang blah dikuasai dan

sesuai klasifikasinya serta hasil vedfikasi akhir oleh Sekrctaris KPU Kabupaten Wonogiri, segera melakukan :

a) lr,lembahas bersama Sekrctaris KPU Kabupaten Wonogiri akan hasil verifikasidengan melakukan otentifikasi.' 
Kegiatan otenlifkasi merupakan kegiahn pemeriksaan ahs k+sah-an data dan infomasi yang hendak

disampaikan kepada masyarakat. Serta pemeriksaan atas sbtus final data dan infomai dari sbi pmses;

b) Menyerahkan hasil verifikasi dan otentifkasi kepada PPID melalui Sekretarb KPU Kabupaten Wonogiri untuk' 
segera dapat diakses oleh publik sesuai rnekanbrne shndar operasional prosedur dah dan inbmasi secara

langsung atau titlak langsung.

b. pplD setelah menerima data dan informasi yang telah dikuasai dan sesuai klmifkasinya dari Ketua KPU

Kabupaten Wonogid segera dilakukan :

a) Mencabt dalam Buku Register Dokumentasi Data dan Informasi yang telah dikuasai sesuai klasifik6inya;

b) lvlenyimpan data dan infomasi yang telah dikuasai dan siap diakses sesuai klasifikasinya tersebut dalam

dokumentasi Yang raPi dan baik;

c) Segera menyiapkan dab dan inbrmasi untuk dapat diakses mayarakat melalui Perpctakaan atau PIM atau

situs rrcb.

lvlekanisne pengumpulan dan pengohhan data dan inbrmai tahap perbma dan kedua di KPU Kabupaten Wonogiri,

sebagaimana bagan bedkut :

BAGAI{ SOP

Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Infiormsi
Di Llngkungan KPU KabuPden/Kota

Data yang

dikecualikan

KOMISIONER

> tvlelakukanOtentifikasi
> Memberikan penetujuanSEKRETARIS

nelakukan vedfikasi

data & informasi

mengumpulkan dan

mendokumentasikan
semua dokumen dibavYah

penguasannya

menyusun daftar

PPID atas persetujuan Sekte-

meminta Kasubag untuk

mengumpulkan dokumen tertentu

Dah d'an Inbrmasi Pilihan

siap ditampilkan di situs web

KPU Kab/Kota

)melayani masy dibantu

staf PIM

>memiliki daftar data &

inbrmasi yg siaP akses

t

KASUBAG
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BENTUK DAN JENIS FORMULIR

1. Dalam pelaksanaan standar operasional pelayanan pengumpulan dan pengolahan data dan informmi disediakan

bentuk dan jenis formulir yang dapat digunakan di lingkungan KPU Kabupaten Wonogiri;

2. Format bentuk dan jenis formulir sebagaimana tercantum pada Lampinan Vl'

PENUTUP

Demikian standar operasional pelayanan pengumpulan dan pengolahan data dan inbrmasi yang telah dikuaai sesuai

klasifikasinya dan yang dikecualikan sebagai pedoman KPU Kabupaten Wonogiridalam menyiapkan PIPP dan PPID.

Ditetapkan di : Wonogiri

http://jdih.kpu.go.id/jateng/wonogiri



AgE!!glJ!: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri

Nomor : 03/Kpts/KPU-Wng{1232951U2015

Tanggal : 12 Pebruari 2015

STANDAR OPERASIONA PROSEDUR

VERIFIKASI DAN OTENTIFIKASI DATA DAI{ lNFORttlASl

CI LINGKUNGAT.I KPU KABUPATEN WONOGIRI

PENDAHULUAN

1. Layanan dab dan infomasi yang diselenggaiakan KPU Kabupaten Wonogiri sebagai implementasi Undang

Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, rcgulasi kepemiluan dan Undang

Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dapat terlaksana dengan baik dan sesuai

dengan permohonan oleh masyarakat ;

2. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disiapkan baik untuk kebutuhan secara intemal di lingkungan KPU

Kabupaten Wonogiri maupun unluk memenuhilayanan permintaan infomasi publik darimasyarakat;

3. Standar operasional pmsedur yang disiapkan yaitu verifk*i dan otentifiksi data dan informasi yang telah dikuffiai

oleh m6ing-masing Subbagian di lirpkungan KPU Kabupaten Wonogiri, dihanapkan meniadi acuan dan pedoman

dalam memenuhi data dan informasi bagi Pejabat Pengebla lnformasi dan Dokumentasi (PPID) untuk memenuhi

permohonan informasi publik oleh masyarakat.

TUJUAN

Menyusun dan menetapkan slandar operasional plosedur dalam melaksanakan vedfikasi dan otentifikasi tefiadap

data dan inbrmai yang telah dikuasai oleh masing-masing Subbagian di lingkungan KPU Kabupaten Wonogiri,

sehingga data dan informasi tersebut telah sesuai dengan dokumen pendukung yang betkaibn, dengan demikian

data dan informasi tersebut siap diumumkan dan diakses oleh masyarakat.

PELAKSANAAI{ STANDAR PETTYANAN PROSEDUR DI KPU KABUPATEN WONOGIRI

'1. Kegiatan vedfikasi dilakukan Sekretads KPU Kabuoden Wonooiri.

2. Kegiatan verifkasi merupakan kegiatan perneriksaan ulang atas kebenaran data dan informasi yang hendak

diakses masyarakat.

3. Kegiatan verifikasi dilakukan guna memastikan adanya kesesuaian antara data dan informasi yang akan

diumumkan dan diakses kepada masyarakat dengan dokumen pendukung yang berkaibn sehingga data dan

informai tensebut valid.

4. Sekretarls KPU KabupatenWonoqid setelah menerima data dan informasi yang telah dilakukan kalian oleh

Kepala Sub Bagian melakukan verifikaidengan menyandingkan dokumen pendukung yang berkaitan.

5. Dalam hal dari data dan informasi yang tersedia teGebut dapat dikategorikan sebagai data yang dikecualikan

sebagaimana kebntuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan ketentuan Peraturan Komisi

pemilihan Umum (PKPU) dan peraturan perundang-undangan lainnya, maka Sekretads KPU Kabupaten

wonoigiri mengklasifikdikan data dimaksud sebagai dah dan informasi yang dikecualikan.

6. Sekretaris KpU Kabupaten Wonogiri melapoftan kepda Ketua KPU Kabupabn Womgiri tethadap data

dan informasi yang telah dikuasai sesuai klasifik*inya dan yang dikecualikan untuk dilakukan verifikasi tahap

berikut dan obntifikGi oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Wonogid.

7. Kegiatan otentifikasi dilakukan oleh Ketua dan Anooota KPU Kabuoaten\ Wonooiti

8. Kegiatan obntifikai merupakan keghtan pemeriksaan atas keabsahan data dan informi}si yang telah diku6ai

sesuai klasifikasinya dan siap diakses kepada masyarakat dan yang dikecualikan'

S. Serta kegiatan otentifikmijt4a merupakan kegiatan pemeriksaan atas s{atus final data dan informasi dari sisi

pmses tahapan/kegiatan kepemiluan dan non kepemiluan.

10. Dalam hal terdapat data dan infommi yang diklasifikasikan dikecualikan, maka dihkukan uji konsekuensi

bersama PPID.

1 1. Hasil pemeriksaan ulang atas data dan informci dengan status final diikuti dengan peFefuiuan oleh Ketua dan

Anggota KPU KabuPaten Wonogiri.

http://jdih.kpu.go.id/jateng/wonogiri



12. Selaniuhya hasil Veffkasi dan Otentifikasi teGebut diserahkan oleh Sekretads KPU Kabupaten Wonogiri

kepada PPID untuk segera ditindakliljuti dan dapat diakses oleh masyarakat.

t3. PPID setelah menerina dah dan inbrmasi yarg telah dikuasai dan sesuai klasifikasinya dan yang

dikecualikan dengan h*il rerifikai dan obntifikasi dari Kehta KPU Kabupaten Wonogiri segena dilakukan :

a. irencabt ddam Buku Regbter tlokumenhi Dah dan Inbmasi yang telah dikuasai sesuai klasifikasinya;

b. lrlenyimpan dab dan inbmai yang telah dikuasai dan siap diakses sesuai klasifikasinya tenebut dalam

dokumentai yang rapi dan baik;

c. Segera menyhpkan dd dan inbmasi untuk dapat diakses masyaft*d melalui Petpustakaan abu PIM

atau sihrs web/blog.

PENUTUP

Demikian stildar operasbnal prcsedur vedfikci dan otentifikci dab dan inbnnai yang telah dikuasai sesuai

klaifikasinya dan yang dikecualikan sebagai pedoman bagi KPU Kabupabn Wonogiti dalam menyiapkan PIPP dan

PPID.

Ditebpkan di : Wonogiri

Pada

http://jdih.kpu.go.id/jateng/wonogiri



Lanpj!g!..!!: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiti

Nomor : 03/Kpts/KPU-Wng{'123295'122015

Tanggal : '12 Pebruari 2015

STANDAR OPERASIONAT PROSEDUR

PEI.AYAI{AN DATA DAN II{FORMASI SECARA LAI{GSUNG DAN TIDAK LAI{GSUI{G

DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN WONOGIRI

PENDAHULUAN

1. Layanan data dan informasi yang diselenggarakan KPU Kabupaten Wonogiri sebagai implementasi Undang

Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelerqgara Pemilihan Umum, regulasi kepemiluan dan Undang

Undang Nomor 14 Tahun 2008 tenbng Kebrbukaan Informasi Publik dapat tedaksana dengan baik dan sesuai

dengan permohonan oleh masyarakat.

2. Standar Opermional Prosedur (SOP) yang disiapkan baik untuk kebufuhan secara intemal di lingkungan KPU

Kabupaten wonogiri maupun untuk mernenuhi layanan pemintaan infomasi publik dari masyarakat.

3. Standar operGional prosedur yang disiapkan yaihr dalam layanan data dan inbrmasi yang atas infomasi yang

telah dikuasai telah dikucai oleh masing-maing Subbagian di lingkungan KPU Kabupaten Wonogiri, diharapkan

menjadi acuan dan pedoman dalam memenuhi data dan informasi bagi Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumenhsi (PPID) untuk fiEmenuhi permohonan informasi publik secaftr langsung dan tidak hngsung oleh

masyaftftat.

TUJUAN

Menyusun dan menebpkan standar operasional prosedur dalam merpnuhi data dan informasi secara langsung dan

tidak langsung atas informasi yang telah dikuasai obh masing-masing Subbagian di lingkungan KPU Kabupaten

Worpgid, sehingga data dan inbrmasi tersebut siap diakses obh masyarakat.

PEI.AKSANMN STANDAR PELAYANAN PROSEDUR DI KPU KABUPATEN/KOTA

pplD dalam memenuhi pemohonan inlomai publik dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Pelayanan

secara langsung melalui pengajuan permotpnan informci publik dengan mengisi formulir dan mengakses yang

tersedia di pusat Informasi Masyarakat (PlM) atau layanan menyediakan data dan inhrmasi yang sesuai dengan

kapasitas situs r€smi di situs ueb/blog KPU Kabupaten Wonogiri.

sedangkan pelayanan tidak secara langsung mencakup perminban data dan informasi melalui sunt yang

disampaikan kepada KPU Kabupaten Wonogiri.

Adapun pemenuhan informasi publik secara langsung dan tidak langsurp kepada masyarakat perlu disusun standar

ope€sional pmsedur (SOP) sebagai berikut :

C.1. Pelayanan Secara Lan$ung
1. Prinsip layanan inform*i publik berdcarkan prinsip cepat, tepat waktu dan biaya ringan'

2. pemohon mengaiukan permohonan informasi publik kepada KPU Kabupaten Wonogid melalui Pejabat

4.

Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Pemohon mengajukan pemohonan inhrnasi publik dengan cara mengisi lomulir pernohonan yang

disediakan oleh Staf PPID yang bertugas di Pusat Informasi Masyarakat (PlM)'

Guna memudahkan pengelola dan pelayanan, para pemohon informasi publik agar :

a.) lilenuliskan nama dan alamat pengidm dan penerima dengan jelas pada formulir permohonan

informasi publik;

b.) Menuliskan Nomor Kontak (telepon) atau email;

c.) lvlenuliskan dergan ielas ienis informai publik yang diminta;

d.) tilenuliskan dengan ielas alasan/tuluan permohonan inbrmGi publik, misalnya unhik kepeduan

penelitian, kalian, lumalislik, analisis dan lainnya.

PPID melalui staf Pelayanan Informai melakukan pen&ltahn terhadap pemohonan tersebut dalam Buku

Register dan memberikan tanda bukti penerimaan kepada pemohon'

Tanda bukti penerimaan abs permohonan informasi publik berupa Nomor Pendaftaran pada saat

permohonan diaiukan/diterima.

I
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9.

7. a. Untuk Informasi Publik:Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, PPID

wajib memberikan pemberitahuan tertulis tentang infomasi publik yang diminta yang bemda dibawah

penguasaannya atau tidak ( pasal 26 Ayat (7) Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 tahun 2010

tenhng Standar Layanan Informasi Publik.

b. Untuk Informasi Pemllu : PPID wajib menyampaikan pemberihhuan tertulis dalam 2 ( dua ) hari kerja

sejak diterimanya permohonan ( pasal 4 Ayat (7) Peraturan Komisi lnformasi Nomor 1 tahun 2014

tentang Standar Layanan dan Pmsedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu.

Dalam hal infomasi yang diminta oleh pemohon iidak dikuasai oleh KPU Kabupaten/Kota, PPID waiib

menyampaikan informasi badan publik yang menguasai informasi publik dimaksud.

Dalam hal permohonan dipenuhi seluruhnya atau sebagian harus dicantumkan infurmasi publik yang

dikecualikan dan disertai alasan secara tertulis.

a. Untuk Infomasl Publik : Dalam kurun waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan infomai

publik diajukan, PPID membelikan jawaban atas permohonan teFebut. Ketentuan 10 (sepuluh) hari

keria untuk membedkan jawaban dapat dilakukan pepanlangan waktu paling lama 7 (tuluh) hari keria

dan hanrs disertai alasan secara tertulh, sebagaimana ketentuan Pml22 ayat (8) undang undang

Nomor 14 bhun 2008 dan Pasal 26 ayat (10) Peraturan Komisi Inbrmasi Nomor 1 Tahun 2010.

b. Untuk Informasi Pemilu : PPID dapat mempetpaniang waktu untuk mengirimkan pembelitahuan

sebagaimana te6ebut pasal 4 Ayat (8) Peraturan Komisi Informasi Nomor I tahun 2014 tentang

Standar Layanan dan Prcsedur Penyelesaian Sengketa Inhrmasi Pemilu , dalam 2 ( dua ) hari keria

berikuhya dengan memberikan alasan secara bltulis.

Jawaban atas permohonan inbmci publik temebut, PPID dapat menyatakan menerima pemohonan

disertai penielasan tontang alaumedia yang diberikan dengan pemb€banan biaya p€menuhan permohonan

informmi oublik tersebut sesuai kebntuan Keputusan KPU KPU Kabupaten Wonogiri tentang Stardart

Biaya peolehan Inbrm6i Publik atau menyatakan menolak pernohonan informasi publik diserbi alasan

secara terhilis ;

Beban biaya perclehan salinan inbmasi publik yang dibayarkan secara tunai, peh86 pelayanan infomai

wajib memberikan Tanda BuKi Penerlmaan Pembayaran Biaya Perolehan Informasi Publik secara rinci

kepada pemohon yang becangkutan.

Format bentuk dan pnis formulir permohonan infomasi publik, sebagaimana pada Lampiran Vl.

oDerasional PIM di KPU KPU Kabupaten wonogid sesuai dengan jam dan hati keda din6, yaitu Had senin

s.d Jum'at dimulai/dibuka pukul 08.00 WIB dan berakhir/ditrtup pukul 15 30 WIB'

11.

12.

13.

14.
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15. Prosedur permintaan dokumen oleh masyarakat sebagai berikut:

PROSEDUR PERMINTAAN DATA DAN INFORMASI

OLEFI I'ASYARAKAT
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Bagi pengguna yang membutuhkan informasi publik dan telah dicetak (pdnfou0, maka dikenakan biaya

sesuai ketentuan Keputusan KpU Kabupaten Wonogiritentang Standart Biaya Perolehan lnformasi Publik

Bagi pengguna yang rnembutuhkan informasi publik yang telah dirptak (printoutl tersebut untuk

digandakan melalui btocop[ maka dikenakan biaya sesuai ketentuan Keputusan KPU KPU Kabupaten

Wonogiri tentang Standart Biaya Perolehan Inbrmasi Publik,

Semua beban biaya perclehan salinan informci publik yang telah dicetak tersebut dan dilakukan dengan

pembayapn seca6 tunai, maka petrrgas pelayanan informai wajib memberikan Tanda Bukti Penedmaan

Pembayaran Biaya Perolelran Informasi Publik secara rinci kepada pengguna/pemohon yang

bersangkutan.

C.2. Pelayanan Secara Tidak Langsung

1. pplD menerima permohonan informmi publik secara tertulis melalui pengajuan surat kepada Ketua KPU

KPU KabuPaten Worngiri.

2. PPID segera menindaklanjutipermohonan informasi publik dengan :

a) Waiib mencatat dengan menggunakan Buku Register;

b) Wajib memberikan tanda bukti penerimaan ahs permohonan infurmasi publik berupa Nomor

Pendaftaran pada saat permohonan diajukan/diterima;

e) pengiriman Nomor pendafhran dapat diberikan bersama dengan pengiriman informasi publik kepada

pemohon.

3. Dalam hal pemohon dikenai beban biaya perolehan salinan informasi publik sesuai Keputusan KPU

Kabupaten Wonogiri tentang Standart Biaya Perolehan lnbrmasi Publik, PPID memerintahkan Petugas

pelayanan Inbrmrei untuk Pembayaran dilakukan secara langsung, maka petuqas pelayanan inbrmasi

wajib memberikan Tanda Bukti penerimaan Pembayaran Biaya Perolehan Informasi Publik secaril

rinci kepada pemohon yang besangkutan'

4. a. Untuk tnformasi publik : Paling lambat 10 (sepuluh) hari keda seiak diterimanya permohonan, PPID

wajib memberikan pemberitahuan tertulis tentang informasi publik yang diminta yang berada dibavah

pengu.Faannya atau tidak (pasal26 Ayd (7) Peraturan Komisi lnformasi Publik Nomor 1 tahun 2010

tentang Standar Layanan lnformasi Publik'
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b. Untuk lnfomasi Pemilu : PPID wajib menyampaikan pembedtahuan brtulis dalam 2 ( dua ) had kefa

sejak diterimanya perrnhonan ( pasal 4 Ayat (7) Perahinan Komisi Informasi Nomor 1 bhun 2014

tentang Sbndar Layanan dan Pmsedu Penyelesaian Sengkeh Infomci Pemilu.

Dalam hal infumasi yang diminh oleh pemotpn tidak dikucai oleh KPU lGbupabnilftta, PPID wajib

menyampaikan inhrmasi badan publik yang menguasai inbrmasi publik dimalGud.

Dalam hal pemohonan dipenuhi seluruhnya dau sebagian hilrs dicanfumkan inbmusi publik yang

dikecualikan dan disertai alaan secara brfulis.

Apabih KPU KPU lGbupabn Wonogiri tidak dapat rerpnuhi pemohonan inbrmsi publik dalam iangka
wdfu yang diHapkan, maka PPID dapat rnemperpanjang waKu pencnuhannya disefti al6an secaE
tertrlis.

a, Untuk lnfomasl PuHik : Dalam kurun waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah pemottonan infunasi
publik diajukan, PPID membedkan jawaban atr pennhonan b.sebut. Kebnhjar i0 (sepuluh) had

keda untuk membedkan ja$raban dapai dilakukan perpanjangan waktu paling lar€ Z (tuiuh) had kerja
dan harus diserbi alasan secara tertulb, sebagaimana kebntr.ran p?ffll22 ayed. (8) Undang Undang
Nomor 14 tahun 2()08 dan Pasal 26 ayat (10) Peraturan lGmisi Informasi Nomor 1 Tahun 20i0.

b' Untuk Informasi Penrilu : PPID dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberihhuan

sebagaimana teEebut pasal 4 Ayat (7) Peraturan Komisi Inbrmasi Nomor 1 tahun 2014 tenbng
Standar Layanan dan Prcsedur Penyelesaian SerEketa Inbrmasi Pemilu , dalam 2 ( dua ) hari kerja
berikuhya dengan memberikan alasan secara terfulis.

9. Prosedur perminhan dokurnen oleh mcyarakat sama dengan dengan prosedur pelayanan langsung.

C.3. Pelayanan terhadap keberatan permohonan informrsi publik

7.

t. Dalam hal bdapat pemohon yang mengaiukan keberabn abs pemenuhan inftnnasi publik yalrg tilak
sesud dengan yang dimohonkan abu inbrmasi publik yang dikecualikan, maka pplD segera menyiapkan
langkdrlangkah atas pengaduan brsebut unt k nrelakukar pengelolaan keberabn dengan rclaporkan
kepada ataan PPID yaitr sekrebds Kpu lGbup#n wonogiridan Ketua KpU lGhlpaten wonogid guna
mendapafl€n arahan dalam penyelesahn se4ket inbmGi publik.

Pengajuan keberahn oleh pemohon dapat dil*ukan dengan nnkarivne sebagai b€rikut :

a)' Pengajuan keberatan dilakukan dengan cara mengisi brmulir keberahn yang disedbkan oleh pplD
baik oleh pemohon abu pihak yarg merBdma kuea, selanjufirya dibedkan Nomor Regisbasi
Pengajuan Keberabn dalam Buku Register dan Tanda Terima pengajuan lGberahn oleh petugas
Pelayanan Informasi;

b). Pengajuan keberatan yang disampaikan secara tidak brtulis, pptD wajib membantu perohon
informai yang mengaiukan koberara atau pihak yang menerima kuasa untuk mengisi formulh
keberda dan kemrdian dibedkan Nomor Registasi pengajuan lGberatan daldn Buku Regisbr
dan Tanda Tedma Pengajuan Keberatan oteh petugas pelayanan Infomasi:

c). Pengajuan keberabn ditujukan kepada absan pplD metalui pplo;

d). Pengajuan keberahn dapat dikuaakan kepada pihak hin yang cakap di hadapan hukum;

PPID berkoodinasi dengan Kepara subbag Teknis pemiru & Hupmc dan Kepal
a subbag Hukum unfuk menyiapkan bahan berupa dab dan inbmasi yang menjadi pokok pengajuan
keberabn pernhon infonnasi publik;

Absan PPID yaitr sekmtarb KPU lGbupabn wonogiri segera renind#a{,ti per4aiuan keberatan
pemohon inlbrmasi, dan bensama pplD melaporftan dan menyampaikan pokok pengajuan keberatan
infurnei publik kepada Ketua KpU lGbupaten Wonogili;

a. untuk lnfomasi Publlk : Ketua dan Anggoh Kpu lGbupabn womgiri bersama sekrctarts Kpu
Kabupaten wonogiri dan PPID, Kepala subbag Teknis pemilu dan Hupma serta lGsubbag Hukum
melaksanakan rapat phno guna manbahe pengajuan keberatan pemohon inbmGi publik, dan
membedkan bnggapan atas keberatan yang diajukan sehmbat-lambahya 30 (tiga puluh) had kerja
sejak dft;ahhya pengajuan kebenahn dalam buku Register ( pasal 36 Ayat (2) undang-undang
Nomor 14 tdrun 2008 tenbrc Keb&ukaan Inbrmasi publik 

) ;

4.
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7.

b. Untuk lnfomasi Pemilu : Ketua dan Anggota KPU Kabupabn Wonogiri bersama Sekrchds KPU

Kabupden Wonogid dan PPID, Kepala Subbag Teknis Pemilu dan Hupmas seft Kasubbag Hukum

melaksanakan rapat pleno guna membahas pengajuan keberahn pemohon inbrmasi publik, dan

memberikan hnggapan atc kebenabn yang diajukan oleh pemohon Inbrmai Publik dalam jargka

uaktu dahm 3 (tiga) hari kerja sejak ditedmanya keberabn secara bdulis ( Pcd 6 Ayat (2) Peraturan

Komisi lnfumsi Nomor 1 bhun 2014 tenbng Standar Laya|an dan Pmsedur Penyelesaian Sengkeh

Inbrm6i Pemilihan Umum.

Keputusan rapat plero yang meryabulkan pengajuan keberahn pemohon unfuk memenuhi inbrmai
publik yang mmih d{rtukan, Sekretarb KPU lGbupaten Wonogiri selaku ahsan PPID segera

membedkan lawaban kepada pemohon infurmasi publik bahwa keb€ratan diterima dan akan dipenuhi

informasi plblik yang masih dihrtuhkan oleh pemohon;

Dalam hal keputusan rapat pleno tldak mengabulkan pengajuan keberatan pemohon inbrmai publik,

maka Sekebft KPU lGbupaten Wonogiri selaku absan PPID segera memberikan jannban kepada
perohon infonai publik bdua keberahn diblak karcna inbrmasi publik yaru dipedukan brsebut
termasuk kabgod infomasi publik yang dikecualikan abu tidak dalam penguasaan pplD;

8. a, untuk Informasi Publik : Dalam hal pemohon inbmmi publik ahu pihd( ydrg menerima kuasa tidak
puas at6 keputusan ahsan PPID, berhak mengajukan pemohonan penplesaian sengketa inlormmr
publik ke@a Komisi Inbrm6i Provinsi Jawa Tengah dahn kurun waktu 14 (Empat Beh) had kerp
seiak dibrimanya kepuft$an aban PPID (pasat 17 Ayd(21undang-undang Nomor 14 hhun 2008
bntang Kebrbukaan Inlbrmasi Publik) ;

b. untuk Inbmasi knllu : Dalam hal pemohon infornmi publik ahu prhak yang memrima kuasa
tidak puas atas keput$an ahsan pplD, berhak mengajukan pemohonan penyelesaian sengketa
infom6i publik kepada Komisi Infuinrei Provirsi Jara Tengah dahm kurun vuaktu 2 (rlua) hari sejak
br€gapan tefulb ahs keberabn dali atasan PPID diterima oleh Pemohon ahu berakhimya jangka
ruktu 3 (tiga) hari kefa unt k abar pplD memberikan hnggapan brtrlis. ( pasal 7 Ay.fr (2)
Peratunan Kombi Inbrmai ltomor I hhun 2014 bnhng Shndar Layanan dan Prcsedur penyelesahn

Sengkeh Informasi Pemilihan Umum ).

Penyelesaian sengkeb inbmai publik atas ketidakpuasan penrohon informasi publik atau pihak yang
rnenedma kuca dapat dilakukan melalui mediasi yaitu Ketua dan Anggoh Kpu Kabupabn wonogid,
atman PPID dan PPID dergan Kombi Inbmasi prcvinsi Jawa Tengah dengan mer€gunakan sarana
komunikasi yang ebktif sehingga sengketa dapat disel€saikan sesuai dengan kebnfuan perundang-
urdangan yang bedaku dan dapat dibrima oleh semua pihak.

http://jdih.kpu.go.id/jateng/wonogiri



10. Pengelolaan kebenatan di KPU Kabupaten Wonogiri sebagaimana bagan berikut:

PENUTUP

Demikian standar openasional pelayanan data dan inbrmasi secam langsung dan titlak langsung sebagai pedoman
bagiKPU Kabupaten Wonogitidalam menyiapkan plpp dan pplD.

Ditetapkan di : Wonogiri

12 Pebruad 2015

. Dilrl IEnohon
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Pelayanan Keberatan
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LanD@.I!: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri

Nomor : 0SKptyKPU-Wng-0123295122015

Tanggal : 12 Pebruari 2015

STAI{OAR OPERASIOiIAL PROSEDUR

DATA DAN Ii,IFORIIASI PADA PERPUSTAI(MN

DI LII{GKUI{GAI{ KPU KABUPATEI{ WOI{OGIRI

A PENDAHULUAN

Layanan data dan informasi yang diselenggarakan KPU Kabupaten Wonogiri sebagai implementasi Undang
Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, regulasi kepemiluan dan Undang
Undang Nomor '14 Tahun 2008 tentang Keteftukaan Informasi Publik dapat dilakukan melalui layanan
perpustakaan.

Guna ncngatur pelayanan informasi publik te6ebut, maka KPU Kabupaten Wonogiri menyiapkan standar
operasional prcsedur (SOP) sehingga pemenuhan informasi publik dapat terlaksana dengan baik melalui dan
sesuai kemampuan dan kondisi perpustakaan.

Slandar operGional prosedur yang disiapkan baik unhrk kebutuhan secara intemal di lingkungan KpU
Kabupatenwonogiri maupun untuk memenuhi layanan permintaan informai publik dari masyarakat.

Standar operasional prosedur yang disiapkan yaitu untuk pengelolaan dan pelayanan data dan informasi
kepemiluan melalui perpustakaan di lingkungan KPU Kabupaten Wonogiri menjadi acuan dan pedoman dalam
membantu pelaksanaan tugas pejabat pengelola Informasi dan Dokumentai (pplD).

1.

4.

TUJUAN

tvlenyusun dan menetapkan standar operasional prosedur layanan data dan inbrmasi pendidikan pemilih dan
kepemiluan melalui perpustakaan di lingkungan KPU Kabupaten Wonogiri, sehingga data dan informasi tersebut siap
diakses oleh masyarakat.

PELAKSAilMN STAI{DAR PEI.AYAI{AI{ PROSEDUR DI KPU KABUPATEN WONOGIRI
Layanan data dan informasi pendidikan pemilih dan kepemiluan melalui perpustakaan dapat diakses oleh masyarakat
sebagai informasi publik.

Adapun cara memperoleh inbrmasi publik pada perpustakaan perlu disusun standar operasional prosedur (Sop)
sebagai berikut :

a' Pelayanan perpusbkaan diarahkan kepada penyediaan dab dan infomasi pendidikan pemilih dan kepemiluan di
lingkup Kabupaten Wonogiri dan atau Jawa tengah untuk dapat diakses oleh masyarakat ( pelajar, mahasiswa,
akademisi, pengamat, ormas, lembaga swadaya masyarakat, politisi, media dan lainnya).

b Dengan memperiimbangkan keterbatasan koleksi, pelayanan perpushkaan hanya diarahkan untuk diakses
ditempat bukan untuk peminiaman.

Pelayanan perpustakaan juga dimaksudkan sebagai wahana kegiatan pendidikan pemilih dengan menyediakan
modul/literatur dan alat bantu pendidikan pemilih.

Pelayanan perpustakaan dilakukan dengan ketersediaan data dan infurmGi yang dimiliki antaxa lain tediri dan :1. Buku Laporan Kepemiluan;

2. Buku Laporan Pelaksanaan Tugas KpU Kabupaten Wonogiri;
3. Buku Laporan Pelaksanaan pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah;4 Literafur/karya ilmiah/karya akademik yang berkaitan dengan demokrasi, pemiluan serta aspek berkaitan

lainnya;

5. Peraturan perundang-urdangan tenbry pemilihan Umum dan pemilihan Umum
Kepala Daerah;

Buletin:

Guntingan Berita;

iraialah dan Surat Kabar Harian.

6.

8.

Kepala Daerah dan Wakil
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Pelayanan perpustakaan dilakukan dengan ketersediaan dab dan informasi yang dimiliki anhra lain tediri dari :

1. Pengunjung wajib mengisi Buku Register Pengunjung yang disiapkan oleh pefugm pelayanan infurmasi di

peeustakaan;

2. Pengunjung perpustakaan mengisi Buku Register Pengunjurg dengan identitas dan tuiuan yang ielas;

3. Pengunjung dapat meminta bantuan kepda petugas pelayanan informasi di perpustakan untuk

merdapad€n data dan informasi yang tenedia pada jenis data dan inbrmasi yang tersedia di perpustakaan;

4. Pengunlung dapat mempemleh data dan informasi dengan cara melihat, membaca, mendengar dan mencatat

pada jenis koleksi yang telsedia;

5. Dahm hal pergunjung npmbufuhkan data dan infomasi untuk digandakan, maka bedaku ketentuan sebagai

berikut :

* Bagi pergunjung yang membutuhkan informasi publik yang telah diakses teFebut untuk digandakan

melalui fotocopv, maka dikenakan biaya sesuai ketentuan Keputusan KPU Kabupaten/Kota bntang

Biaya untuk mendapa0€n salinan infornai publik.

* Bagi pengunjung yang membutuhkan informasi publik tersebut untuk dicopy rnehlui keolnq cakram
padat/CD, maka dikenakan biaya sesuai ketentuan Kepuhran KPU Kabupaten/Kota tentang Biaya unfuk

mendapad(an salinan inbrmai publik;

{. Semua beban biaya peolehan salinan informasi publik yang telah diakses teFebut yang dilakukan

dengan pembayaran secara langsung, maka petuga pehyanan infumai wajib nemberikan Tanda

BuKi Penerimaan Pembayaran Biaya Perolehan Infonnasi Publik secara rinci kepada

pengunjung/pemohon yang besangkutan;

6. Operasional Perpustakaan di KPU Kabupaten Wonogiri sesuai dengan jam dan hari kerja dinas, yaitu Had

Senin s.d Jum'at dimulai/dibuka pukul 08.00 WB dan berakhh/ditutup pukul 15.30 WtB.

PEI{UTUP

Demikian standar oper*ional prosedur pergelolaan data dan informasi pada perpustakaan sebagai pedoman bagi

KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan layanan dala dan informasi pada masyarakat.

Ditetapkan di : Wonogiri

http://jdih.kpu.go.id/jateng/wonogiri



LenE!N.: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri

Nomor : 03/Kpts/KPU-Wng-01232951?2015

Tanggal : 12 Pebruari 2015

STANDAR OPEMSIONAL PROSEDUR

PENGELOI.AAN DAN PELAYANAN DATA DAI{ II{FORMASI fiIEUtUI S]TUS

DI LINGKUNGAN KPU KPU KABUPATEN WOI{OGIRI

PENDAHULUAI{

1. Layanan data dan inhrmasi yang diselenggarakan KPU Kabupaten Wonogiri sebagai implementasi Undang

Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, regulasi kepemiluan dan Undang

Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dapat dilakukan melalui situs resmi (situs

vJeb, blog).

2. Guna mengatur pelayanan informasi publik tersebut, maka KPU Prcvinsi Jawa Tengah rEnyiapkan standar

operaional prosedur (SOP) sehingga pemenuhan informasi publik dapat brlaksana dengan baik melalui dan

sesuai kemampuan kapasitas situs resmi.

3. Standar openasional gosedur yang disiapkan baik untuk kebufuhan secaE inbmal di lingkungan KPU Kabupaten

Wonogiri maupun untuk mencnuhi layanan pemintaan informasi publik dari masyanakat.

4. Standar operaional prcsedur yang disiapkan yaifu untuk pengeblaan dan pelayanan data dan informasi

kepemiluan pada Situs di lingkungan KPU Kabupaten Wonogiri ta rcnjadi acuan dan pedoman dalam membantu

pelaksanaan tuga Peiabat Pengeloh lnformasi dan Dokumentasi (PPID).

F. TUJUAN

l\denyusun dan menebpkan shndar operasional prcsedur untuk pengelolaan layanan dab dan informasi kepemiluan

pada situs resmi (situs web, blog) di lingkungan KPU Kabupaten Wonogiri, sehingga dah dan informasi tensebut siap

diumumkan dan diakses oleh masvarakat.

G. PEI"AKSANAAI{ STAiIDAR PELAYA}IAN PROSEDUR DI KPU KABUPATEN WONOGIRI

Pelayanan dah dan inbrmasi kepemiluan dapat dilakukan melalui situs resmi (situs web, blog). Pengelola situs tediri

dari Dewan Redaksi, PPID dan Tim Pengelola Situs.

Pengelolaan dan Pelayanan data dan informasi melalui Situs dengan standar operasional pelayanan sebagai bedkut :

1. PPID menyusun Dewan Redaksi yang tedid dari Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Wonogiri dan Sekretads

KPU Kabupaten Wonogiri;

2. PPID menetapkan Tim Pengelola Situs yang tediri dari pegawai yang ada di Sekretariat KPU Kabupaten Wonogiri;

3. Tim Pengelola Situs mehksanakan tugas :

a. Liputan kegiatan KPU Kabupaten Wonogid yang besangkutan,

b. lt empesiaden data dan infoimasi kepemiluan sebagai bahan materi situs !rcb atau blog;

c. Menerima masukan masyaEkat melalui email pengelola situs rveb abu blog dan meneruskan ke PPID serta,

d. lvlelakukanpengadministraiankegiatanpengeblaanSitus.

4. PPID menerima bahan materi yang tehh disiapkan oleh Tim Pengelola Situs untuk dilakukan pemeriksaan atas

kebenaran data dan informasi maupun melakukan konfirmai kepada Bidang Pengolahan Data dan Informasi atas

kebenaran data dan infomasi yang diterima;

5. Bahan materi yang telah disiapkan temebut oleh PPID dilaporkan dan disediakan kepada llewan Redaksi guna

npndapatran korcksi dan pesefujuan;

6. Bahan materi yang telah mendapatkan korcksi/percetujuan Dewan Redaksi oleh PPID diserahkan kepada Tim

Pengebla Situs untuk segera dilakukan pengunduhan pada situs web atau blog;

7. PPID wajib merespon masukan masyarakat melalui email pengelola situs web atau blog;

8. PPID di Pusat Infurmasi Masyarakat (PlM) menyediakan perangkat komputer dan sarana hinnya untuk kebutuhan

pengelolaan situs web ahu blog obh Tim Perqelola Situs;

I
I

http://jdih.kpu.go.id/jateng/wonogiri



L Alur pengelolaan situs web atau blog KPU Kabupaten Wonogiri sebagaimana bagan bedkut
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PENUTUP

Demikian standar operasional prosedur pengelolaan data dan inbrmasi pada Situs sebagai pedoman bagi KPU

Kabupaten Wonogiridalam menyelenggarakan layanan data dan informasi pada masyarakat.

Ditetapkan di : Wonogiri

Pada tanggal : 12 Pebruad 2015
U

http://jdih.kpu.go.id/jateng/wonogiri



Lampiran Vl : Keputusan Kombi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri

Nomor : 03/Kpb/KPU-Wng-0123295122015

Tanggal : 12 Pebruari 2015

BENTUK DAI{ JENIS FORTIULIR DAN BUKU REGISTER

STANDAR OPERASIOMT PEI.AYAMN (SOP)

PEJABAT PENGELOLA tl{FoRtASt DAr{ DOKUrErfrASt (pptD}

DI LII{GKUNGAN KPU KABUPATEI{ WO}IOGIRI

Bentuk dan jenis fomulir serta Buku Register terdid dari sebagai berikut :

A. SOP PEilGUMPUI.AI{ DAN PENGOI.AHAil DATA DAI{ INFORIIASI

1. Formulir Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Inbm*i yang dikuasai Pemilu Legislatl, Pemilu Presiden dan
Wakil Pr€siden dan Pemilukada (Fomulir PPID.WNG0l)

2. Formulir Pengumpulan dan Pergolahan Data dan Infornasi yang dikuasai Non Pemilu Legislatif, Pemilu Prcsiden
dan Wakil Pesllen dan Pemilukada (Formulir PPID.WNG-02)

3. Buku Regbbr Dokurnenbsi Dah dan Infom6i (Register PP|D.WNG{1)

B. SOP DATA DAN I}IFORMA$ SECARA I.ANGSUI{G DAil TIDAK I.A}IGSUI{G

1. Formulir Permohonan lnfomai Publik (Fomulir pplD.WNG03);

2. Formulir Pemberitahuan Tertutis (Formulir PpID.WNG-04);

3. Fomulir Surat Keputusan PPID tenhng Penolakan Pernnhonan (Formulir pplD.WNG{}S) 
;

4. Formulir Pemyahan Keberatan Atas Permohonan Infomci (Formulir pplD.WNG{6);

5. Dafrar lnfornGi Publik (Formulir PPID.WNG4T)

6. Register Pemohonan Infuirnci Publik (Register pplO.WNG{2)

7. Register Keberatan (Register PPID.WNG-O3)

c. soP DATA DAN tr{FORTASt PADA PUSAT t]{FORtASt TASYARAKAT (ptr)
1. Buku Register Pengunjung Prcat Infoimasi Mcyarakat (ptM) (Register pplD.WNG04)

D. SOP DATA DAN II{FORTASI PADA PERPUSTAKAAN
't. Buku Register Pengunjung Perpustakaan (register pplD.WNG{S)

Ditetapkan di : Wonogiri

: 12 Pebruari 2015

{*'.:#,l\ voq9Y

\a
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)

SUB BAGIAN :

BAGTAN 
-) 

:

T--EnnFIom:d--
FORI{ULIR PEI{GUIPUI-AII DAI{ PEIIGOI-AHAI{ DATA DAI{ I]{FORIASI YAI{G TEI.A}I DIKUASAI

PETILU TEGISIITIF, PEIIILU PRESIDEI{ DAI{ WAKIL PRESIDEI{ DAI{ PEIIILUKADA

KOI{ISI PEIIUHAI{ UIUII KABUPATEI{ WOT{OGIRI

PERIODE : .......................20.....

Wonogiri, ...20......

KEPAI-ASUB BAGIAI{

KETERANGAN ; ') = Coret yang tidak perlu

Data sejak Tahun 2004

NO

PETIIILU LEGISLATIF, PEI'ILU PRESIDEN DAiI WAKIL PRESIDEN DAN PEMILUKADA

KEGIATAN REGULASI JENIS DATA BENTUK DATA 

' 
INFORMASI SUMBER DATA KETERANGAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

)
)

http://jdih.kpu.go.id/jateng/wonogiri



FORMULIR PENGUMPULAN DAN PENGO]AHAN DATA DAN INFORMASIYANG TEIAH DIKUASAI

NON PEMILU LEGISLATIF, PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DAN PEMILUKADA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

PERIODE : .......................20.....
SUB BAGIAN

BAGTAN 
-)

NON PEMILU LEGISLATIF, PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DAN PE}IILUKADA

NO

KEGIATAN REGULASI JENIS DATA BENTUK DATA 
' 

INFORMASI SUITIBER DATA KETERANGAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (71

KETEMNGAN ; 
*) 

= Coret yang tidak perlu

Data sejak Tahun 2004

Wonogiri, ...20......

KEPAI.ASUB BAGIAN

)
)

http://jdih.kpu.go.id/jateng/wonogiri



Form PPID.WNG - 03

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

JL. GUNUNG GANDUL RT OO3 RW OO5 JOHO LOR GIRIWONO WONOGIRI
Telp. 0273-325503, F ax. 0273-323E66, E-mail : kpu.wonogiri@gmail.com

FORMULIR PERMOHONAI{ INT'ORMASI PUBLIK

Nomor Pendrftaran (diisi petugas)' : ,........,..,, /KPU-Wng-0123295121PPID1........J......"....

Nama
Alamat

Pekerjaan
Nomor Telepon/E-mail

Rincian Informasi yang dibutuhkan

(tambahkan kertas bila perlu)

Tujuan Penggunaan lnformasi

Cara Memperoleh lnformasi

Kurir

Pos

Faximili

E-mail

Wonogiri,

Pemohon Informasi

1. I lM"lih"t/M".baca/Mendengarkan/Mencatat"

2. | | Mendapatkan salinan inform asi (hardcopy/soficopyf"

Cara Mendapatkan Salinan Informasi , t. l--l r"rengambil Langsung

)

J.

i

).

Petugas Pelayanan Informasi

(Penerima Permohonan)

' diisi oleh p€tug8s berdlsarkan 
'tomoi 

regi5trdi p€rmohonan informasi publik

" Pilih salah sstu dengm memb€ri taoda (9
"' cor€t yarB tidak perlu

nrI]tl

http://jdih.kpu.go.id/jateng/wonogiri



Form PPID.WNG * 04

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

JL. GI.INLTNG GANDUL RT OO3 RW OO5 JOHO LOR GIRIWONO WONOGIRI
T elp. 0273-325503, F ax. 027 3-323866, E-mail : kpu.wonogiri@gmail.com

Berdasarkan permohonan
Nomor Pendaftaran' :

menyampaikan kepada Saudara/i :

Nama
Alamat

Pekerjaan
Nomor Telepon/E-mail

Pemberitahuan sebagai berikut :

A. Informasi dapat Diberikan

PEMBERITAHUAN TERTULIS

pada tanggal ........ Bulan ............................. Tahun
./KPU-Wng-0 I 23 29 5 l2lPPtD 1..........1........., dengan

informasi ........... dengan
hormat kami

E
tl

Kami

Badan Publik lain, yaitu

Penauasaan Informasi Publik"

E
tl

Solcopy (termasuk rekaman)Bentuk fisik yang tersedia"

Biaya yang dibutuhkan"'

Penjelasan penghitaman/pengaburan Informasi yang dimohon"" (tambahkan kertas bila perlu)

Informasi tidak dapat diberikan karena :

E : lnformasi yang diterima betum dikuasai"

lnformasi yang diminta belum didokurnentasikan

informasi yang belum didokumentasikan dilakukan dalam jangka waktuE:
Penyediaan

Wonogiri,
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

(PPII))

' diisi sesuai dcngal nomor p€ndaftaran pada fotmulir permohonan

" Dilih salah satu dengan nemberi tdxt (9
-.1;;;yrdiil6t urau 

"4 
a.v.urau tinyu potgiriman (khusus kutit dm pos) s€suai dengan standtr bi&va vaog telah ditetapkan

""ilta sib Denshirafiun info.masi dslam suatu dokumen, maka diberikar alssan ry4lr,imamya
-'{ii.ffiiJ i;;ctt watcu vang;etas unurl menvediakan infotmasi }'&!g diminta

http://jdih.kpu.go.id/jateng/wonogiri



Form PPID.WNG - 05

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

JL. GUNT'NG GANDUL RT OO3 RW OO5 JOHO LOR GIRIWONO WONOGIRI
Telp. 0273-325503, F ax. 027 3-323866, E-mail : kpu.wonogiri@gmail.com

SURAT KtrPUTUS$' PPID TENTAI\IG PANOLAKAN PNRMOHONAI{

Nomor Pendaftoran (ditui petugas)' : --..".../KPU-Wng4l23295l2lPPlD/'........'l'.......",

Nama
Alamat

Pekerjaan
Nomor Telepon/E-mail

Rincian Informasi yang dibutuhkan

PPID mernutuskan bahwa informasi yang dimohon adalah :

Pengecualian Informasi didasarkan

pada alasan

E
E

Bahwa berdasarkan pasal-pasal di atas membuka informasi tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebagai

berikut :

Pasal 17 huruf ....... Undang-Undang KIP"

Pasal ......... Undang-Undang Nomor

Dengan demikian menYatakan bahwa :

Jika Pemohon Informasi
keberatan kepada Atasan

Keputusan ini.

keberatan atas Penolakan
PPID selambatJambatnYa

ini, maka Pemohon
30 (tiga puluh) hari

Informasi dapat mengajukan

kerja sejak menerima Surat

Wonogiri,

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

(PPID)

' diisi oleh p€tusas berdasa'kan nomor resistrasi peP"l"lfll1P.TT,?*ljT"
" diisi oleh PPID sesuai dengan pengecualisn pada Plsal 17 hurul 8 - I uu KIr
... 

sesuai d€nsan pssal r r,ururj w rue, o,ililiii ilni .*., a""g p""a pengccualian dalam uu lait vtng mengecu'lik8 infotrmsi vang

dmohon ters€but (dis€bu*an Pasal dan Uu-nya)

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

PERMOHONAN INT'ORMASI DTTOLAK

I

http://jdih.kpu.go.id/jateng/wonogiri



Form PPID.WNG - 06

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOGIRI

JL. GIJNUNG GANDUL RT OO3 RW OO5 JOHO LOR GIRIWONO WONOGIRI
T elp. 0273 -325503, F ax. 027 3-323866, E-mail : kpu.wonogiri@gmail.com

PERNYATAAN KEBERATAII ATAS PER]VTOHONAN INFORMASI

A. INT'ORMASI PENGAJU KEBERATAN

Nomor Registrasi Keberatan

Nomor Pendaftaran Permohonan Informasi

Tujuan Penggunaan Informasi

Identitas Pemohon
Nama
Alamat

Pekerjaan
Nomor Telepon

Identitas Kuasa Pemohon"
Nama
Alamat

B. ALASANT

Entl

(diisi petugas)'

Nomor Telepon

PENGAJUA}I KEBERATAN"--

a. Permohonan informasi ditolak

b. Informasi berkala tidak disediakan

c. Permintaan informasi tidak ditanggapi

d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta

e. Permintaan informasi tidak dipenuhi

f. Biaya yang dikenakan tidak wajar

g. Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan

nEEE
C. KASUS POSISI (tambahkan kertas bila perlu)

D. IIARUTANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN AKAII DIBERIKAI\I : ............""""""""
dflsl olen peugas

Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya saya ucapkan terima kasih.

Wonogiri,

Mengetahui, """
Petugas Informasi

(Penerima keberatan)

Pengaju Keberatan

' Nomor register pengajuan keberabn diisi ol€h petugas berdasarkon buku rcgister pengajutn kebentan

" Identitas kuasa Pemohon diisi jika ada kuasa p€mohonnya dal melampirkan Surat Kuasa
... 

Sesuai dengAr pssal 35 UU Kip, dipilih oleh pengaju keberatan sesuai d€ngan alasafl keberatar yang diajukan

"" Diisi sesuai dengrr keteo$etjmgka waktu dalan UU KIP
..... Tmggal diisi derg&t tanggal diterirnanya p€rgajuan keb€rarsn, yaitu sejak kebenran dityataksn lengkap sesuai denS8n Buku Register Pengajult

keberatan...... 
Dalsm hal keb€rstan diajukan sec$a langsung rnaka fomulir keberartn juga ditsndararyani ol€h petugas t€ng mencrima pengajuat keberatan

http://jdih.kpu.go.id/jateng/wonogiri



)

)

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

NO
RINGKASAN

ISIINFORMASI
PEJABAT 

' 
UNIT 

' 
SATKER YANG

MENGUASAI INFORMASI

PENANGGUNGJAWAB PEMBUATAN

ATAU PENERBITAN INFORMASI

WAKIU DAN TEMPAT

PEMBUATAN INFORIIASI

BENTUK INFORiIASI

YANG TERSEDIA

JANGKA WAKTU PENYIilIPANAN

ATAU RETENSI ARSIP

1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

KETUA

Wonogiri, .............20.....

SEKRETARIS

http://jdih.kpu.go.id/jateng/wonogiri



)

BUKU REGISTER DATA DAN INFORMASI

NO
DATA DAN INFORMASI

YANG TERSEDIA

PEJABAT YANG

MENGUASAI INFORMASI

NAMA DATA DAN INFORITIASI

YANG TERSEDIA

PERIODEWAKTU

DATA & INFORMASI

BENTUK INFORIIASI

YANG TERSEDIA

KATEGORI

DATA DAN INFORIIASI

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

http://jdih.kpu.go.id/jateng/wonogiri



-)

)

REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

NO TGL 1{ATA AI.ATAT

ltoxoR
KOITIAI( PEKERJAAil

IIFORTASI

YAI{G

DIIIl{TA

IU.X'AII

PEl{OGUt{AA}l

rilFoRI Sl

STATUS INFORMASI BENTUK I]IFORIIASI

YAilG DIKUASAI
JENIS PERMOHOMN

KEPUTUSAiI
ALASAN

PEl{OI"AXA}I

HARI DAN TAT{GGAL BIAYA DAiI CARA

PEMBAYARAN
UIT'AIIAII

PET|GUASAAII

EtsLUI

DDOKU

IEilITAS[(Ail
soFrcoPY HA,RDCOPY

ilEUlUtT'

TEI|GETAHI'I

ttstlttA
SALII.AII

PEISERI

TAt{t At{

IERTULF

PEIBERNil

ITIFORTASI BIAYA CARA
YA TIDAK

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (4 (7) (8) (9) (10) (ltl (121 (13) (14) (1 5) (16) (n (181 (19) (ft)

)
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,)

)

REGISTER KEBERATAN

NO TGL NAMA ALAMA

ronoR
KONTAK PEKERJAAN

NOiltOR

PENDAFIARA}I

PERI|lOI.ioMil

INFORMASI

INFORMASI

YAI{G

DIMIiITA

TI,|JUAI{

PEI{GGUI{MI{

rltFoRlrtAsl

AL{9{N PEl{GrAi,UAl{ KEBERATA}I

(Paeal 3li ayat (1) UU KIP KEPUTUSAl{

ATASAN

PPID

HARI & TGL
PEMBERIAN

TANGGAPAN

ATAS

KEBERATAI{

NATA&
Fosrsl

ATASAII

PPID

TAiIGGAPAI{
PEMOHOIII

INFORITASIa b c d 0 f s

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (71 (8) (e) (1 0) (1 1) (121 (13) (14) (15) (16) (14 (18) (1e) (20)

KEIERANGAT{:
a : Patolakan atas pemintaan informasi berdasakan alasal p€ngeoatian sebagaimana dimaksud dalam Pasal '17 UU KIP

b : Tidak disediakannya informasi secara berkala

c : Tidak ditanggapinya permintaan informasi

d : Permintaan infomasi tidak dibnggapi sebagaimana yang diminb

e : Tidak dipenuhinya pemintaan infoimai
f : Pengenaan biaya yang tidak wajar

g : Penyampaian infommi yang melebihijangka waktu yang diatur dalam UU KIP

)

)

http://jdih.kpu.go.id/jateng/wonogiri



-t

@
BUKU REGISTER KUNJUNGAN

PUSAT |NFORMASI MASYARAKAT (PlM)

)
)

NO
NAMA

PENGUNJUNG

ALAfrIAT

PENGUNJUNG

NOMOR

KONTAK

TUJUAN

KUNJUNGAN

INFORMASI

YANG DIBUTUHKAN
KETERANGAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

http://jdih.kpu.go.id/jateng/wonogiri



BUKU REGISTER KUNJUNGAN
PERPUSTA}CAAN

NO
NAMA

PENGUNJUNG

ALAMAT

PENGUNJUNG

NOMOR

KONTAK

TUJUAN

KUNJUNGAN

INFORMASI

YANG DIBUTUHKAN
KETERANGAN

(1) (2) (3) (4) (s) (6) (7)

)
)

))

http://jdih.kpu.go.id/jateng/wonogiri


